
 

 

ABSTRAK 

 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELANGGAR 

UNDANG-UNDANG LALU LINTAS 

 

Oleh  

BAGUS SADDAM YEKTI 
 

Perkara tindak pidana lalu lintas umumnya terjadi tanpa kesengajaan atau ada unsur 

kealpaan atau kelalaian dari pelaku, namun demikian pelakunya tetap harus 

bertanggung jawab atas perkara tersebut. Permasalahan penelitian ini dirumuskan: 

(1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak yang melanggar Undang-

Undang Lalu Lintas? (2) Apakah faktor yang menghambat penegakan hukum 

terhadap anak yang melanggar Undang-Undang Lalu Lintas? 

 

Pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan penelitian. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penegakan hukum terhadap anak yang 

melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota 

Bandar Lampung melalui proses diversi sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Ayat (7) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu 

proses proses di luar peradilan pidana melalui perdamaian, sebagaimana 

diamanatkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk 

mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar 

proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong 

masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. 

(2) Faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap anak yang melanggar 

Undang-Undang Lalu Lintas adalah:  Faktor perundang-undangan,  yaitu pengaturan 

mengenai kewenangan diskresi dalam Undang-Undang Kepolisian yang berpotensi 

disalahtafsirkan; Faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya 

jumlah anggota Satlantas dalam menangani perkara lalu lintas di Kota Bandar 

Lampung dan secara kualitas masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan 

penyidik dalam menerapkan perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana lalu 

lintas; Faktor masyarakat, yaitu ketidak lengkapan data dan informasi yang 

disampaikan oleh pelaku dan korban yang terlibat dalam perkara pidana lalu lintas; 

Faktor Kebudayaan, yaitu karakter personal pelaku dan korban serta kleluarganya 

yang tidak mendukung penyelesaian perkara di luar peradilan atau perdamaian.  

 

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pihak Kepolisian sebagai aparat penegak 

hukum disarankan terus meningkatkan profesionalisme dan kapasitas sebagai 

pelaksana proses perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana 

lalu lintas. (2) Pihak Kepolisian dalam proses mediasi disarankan untuk secara 

proporsional menempatkan diri sebagai pihak yang netral, sehingga tidak 

menimbulkan kesan adanya pemihakan terhadap salah satu pihak 

 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Anak, Lalu Lintas 


